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ABSTRAK 

 

LINDA SAPITRI (2024) : Penggadaian Tanah Warisan yang Belum Dibagi di 

Desa Ukui Dua Kecamatan Ukui Kabupaten 

Pelalawan Perspektif Hukum Islam 

 

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh penundaan pembagian warisan 

karena alasan-alasan tertentu yang terjadi di desa Ukui Dua kecamatan Ukui 

kabupaten Pelalawan. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana 

penyelesaian penggadaian tanah warisan yang belum dibagi di desa Ukui Dua 

kecamatan Ukui, apa faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan penggadaian 

tanah warisan yang belum dibagi di desa tersebut dan bagaimana perspektif hukum 

Islam terhadap pelaksanaan penggadaian tanah warisan yang belum dibagi di desa 

Ukui Dua kecamatan Ukui kabupaten Pelalawan. Jenis penelitian ini adalah studi 

lapangan (Field Research) yang berlokasi di desa Ukui Dua kecamatan Ukui 

kabupaten Pelalawan. Sumber data primer adalah ahli waris yang menggadaikan 

yang berjumlah lima orang, data sekunder adalah informan, tokoh masyarakat, 

tokoh agama, literatur-literatur yang terkait. Teknik pengambilan data dengan cara 

observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dari hasil penelitian yang penulis 

lakukan, bahwa pelaksanaan penggadaian tanah warisan yang belum dibagi di 

masyarakat desa Ukui Dua kecamatan Ukui kabupaten Pelalawan dapat 

diselesaikan dengan cara meminta izin kepada sesama ahli waris untuk 

menggadaikan tanah waris, jika sudah dapat izin maka dibuatlah surat perjanjian 

gadai yang kemudian di tandatangani oleh ahli waris. Faktor belum dibagi harta 

waris yaitu ahli waris masih sibuk dengan tradisi adat kematian dan ahli waris 

merasa kurang paham dengan pembagian harta waris dan faktor yang menyebabkan 

gadai tanah waris yaitu disebabkan faktor ekonomi, faktor lingkungan dan faktor 

kuaasa. Menurut perspektif hukum Islam, penggadaian tanah warisan yang belum 

dibagi termasuk perbuatan zalim kepada orang lain, karena telah mengambil hak 

orang lain walaupun hanya ukuran tanah tersebut satu jengkal. Dan menurut imam 

Syafi’i boleh saja dilakukan asalkan ahli waris yang lain mengizinkan dan telah 

dimusyawarahkan. Kesimpulannya ialah dalam hal menggadaikan harta warisan 

sebelum dibagikan merupakan perbuatan yang tidak adil, karena tidak menjalankan 

amanah sebagai ahli waris yaitu tidak melakukan pembagian harta warisan dan 

melakukan kezaliman karena dengan menggunakan harta warisan yang belum 

dibagikan mengakibatkan adanya ahli waris yang belum mendapatkan haknya 

sebagai ahli waris. 

. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kehidupan sehari-hari manusia tidak terlepas dari berbagai 

permasalahan yang melingkupinya. Salah satu permasalahan yang sering 

muncul dalam kehidupan adalah permasalahan yang berkaitan dengan 

kebendaan atau kekayaan, karena kebendaan atau kekayaan merupakan faktor 

yang diperlukan untuk kelangsungan hidup manusia. Salah satu bentuk 

perselisihan atas kebendaan atau kekayaan yang sering terjadi adalah sengketa 

tentang warisan. Sebuah harta yang diperoleh manusia di dunia ini, tidak 

mutlak dimiliki seterusnya karena pada suatu saat nanti mereka akan 

meninggal dan tentunya harta yang diperoleh akan ditinggalkan dan beralih 

kepemilikannya kepada orang lain (ahli warisnya) yang ditinggalkan. Suatu 

harta yang ditinggalkan oleh si mati memerlukan pengaturan tentang siapa 

yang berhak menerimanya, berapa jumlahnya, dan bagaimana cara 

mendapatkannya. Oleh karena itu, Allah Swt. mengatur tentang hubungan antar 

sesama manusia, tentang aturan harta warisan dan pemilikan yang timbul 

sebagai akibat dari suatu kematian.1 

Menurut ilmu fikih, waris adalah apa yang ditinggalkan oleh orang 

mati berupa harta atau hak-hak yang karena kematiannya itu menjadi hak ahli 

 

1Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, Hukum Kewarisan Islam. (Jakarta: Sinar Grafika, 

2011), Ed. 1, Cet. ke-2, h. 2.  
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warisnya secara syar’i.2 Dalam permasalahan warisan tentunya terdapat hukum 

yang mengaturnya, selain itu ilmu yang mempelajari harta waris disebut 

dengan ilmu faraid, dimana faraid bentuk jama’ dari faridlah artinya “yang 

difardlukan”, fardlu menurut arti bahasa adalah “kepastian”; sedang menurut 

syara’ dalam hubungannya disini adalah bagian yang ditentukan untuk Ahli 

waris.3 

Setiap terjadi peristiwa kematian seseorang, muncullah sebuah 

pertanyaan bagaimana harta peninggalannya harus diperlakukan dan kepada 

siapa saja harta itu dipindahkan serta bagaimana caranya. Inilah yang diatur 

dalam hukum waris itu.4 

Membahas masalah waris berarti membicarakan perpindahan harta 

benda dari orang yang sudah meninggal ke orang yang masih hidup. Dengan 

demikian, fikih Mawaris berarti ketentuan berdasarkan wahyu Allah yang 

mengatur hal-hal mengenai peralihan harta benda dari seseorang yang telah 

meninggal kepada seseorang yang masih hidup.5 

Dalam praktik kehidupan sehari-hari, persoalan waris sering kali 

menjadi krusial dan terkadang memicu pertikaian serta menimbulkan 

keretakan keluarga. Penyebab utamanya ternyata keserakahan dan ketamakan 

manusia, di samping hukum pembagian waris. Padahal, Allah swt. di dalam  al-

 

2Wahbah az-Zuhaili, Fiqih Islam wa Adilatuhu, Penterjemah Abdul Hayyie al-Kattani,  jilid 

1 (Beirut: Dar al-Fikri, 2011) h.429. 

3Syekh Al-Alamah Zainuddin bin Abdul Azis Al-Malibari, Fathul Mu‟in, diterjemahkan 

oleh Aliy As‟ad, jilid III (Yogyakarta: Menara Kudus, 1979) h.414. 

4Suryati, Hukum Waris Islam, (Yogyakarta: Andi, 2017) h. 11. 

5Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Fiqh, (Jakarta: Prenada Media, 2003), h.147. 
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Qur'an mengatur pembagian waris secara lengkap. Sementara itu, di sisi lain, 

kita jumpai kenyataan bahwa beberapa kalangan para pelajar di sekolah-

sekolah Islam-menganggap faraid ilmu yang mengatur pembagian harta 

pusaka) sebagai momok yang menakutkan.6 

Dalam hukum Islam peralihan harta seseorang yang telah meninggal 

dunia kepada yang masih hidup berlaku dengan sendirinya, dalam pengertian 

hukum Islam berlaku secara “Ijbari”.7 

Hukum kewarisan Islam pada dasarnya berlaku untuk seluruh umat 

Islam di mana saja di dunia ini. Meskipun demikian, corak suatu negara Islam 

dan kehidupan masyarakat di negara atau daerah tersebut memberi pengaruh 

atas hukum kewarisan di daerah itu. Pengaruh itu adalah pengaruh terbatas 

yang tidak dapat melampaui garis-garis pokok dari ketentuan hukum kewarisan 

Islam tersebut. Namun, pengaruh tadi dapat terjadi pada bagian-bagian yang 

berasal dari ijtihad atau pendapat ahli-ahli hukum Islam sendiri.8 

Namun fakta yang terjadi masih ada sebagian masyarakat yang tidak 

melaksanakan kewarisan Islam secara menyeluruh, dengan menunda atau tidak 

melaksanakan pembagian harta warisan serta berbagai alasan yang bermacam-

macam, sementara mereka sedang mempergunakan harta tersebut. Padahal 

salah satu prinsip dalam kewarisan Islam ialah asas ijbari, yaitu asas peralihan 

harta dari seseorang yang telah meninggal kepada ahli warisnya berlaku 

 

6Muhammad Ali Ash-Shabuni, Pembagian Waris Menurut Islam, Penterjemah Basalamah, 

(Jakarta: Gema Insani, 1995) h. 184. 

7Idris Ramulyo, Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan 

Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW), (Jakarta:Sinar Grafika, 1994), h.115.  

8 Sayuti Thalib, Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia, (Jakarta : Sinar Grafika,2016),h. 1. 
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dengan sendirinya menurut kehendak Allah tanpa tergantung kepada kehendak 

dari pewaris atau permintaan dari ahli warisnya.9 

Salah satu dasar pengaturan pembagian warisan adalah dalam surat 

An-Nisa’ ayat 7. 

ا ترََكَ الْوَالِدٰنِ  مَّ ا ترََكَ الْوَالِدٰنِ وَالْْقَْرَبوُْنََۖ وَلِلنِِّسَاۤءِ نصَِيْبٌ مِِّ مَّ جَالِ نصَِيْبٌ مِِّ لِلرِِّ

فْرُوْضًا  ا قلََّ مِنْهُ اوَْ كَثرَُ ۗ نصَِيْباً مَّ  وَالْْقَْرَبوُْنَ مِمَّ

Artinya : “Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-

bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari 

harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak 

menurut bahagian yang telah ditetapkan.” (Q.S. An-Nisa/4 : 7). 

Yang melatarbelakangi turunnya ayat ini ialah peristiwa 

meninggalnya seorang sahabat dari kaum Anshar yang bernama Aus bin Tsabit. 

Ia meninggalkan dua putri serta satu anak laki-laki yang masih kecil. Kemudian 

datanglah dua orang anak pamannya yaitu Khalid dan Arfathah, yang menjadi 

ashabah. Semua harta peninggalannya diambil oleh mereka. Maka datanglah 

istri Aus bin Tsabit kepada Rasulullah Saw. untuk menerangkan kejadian itu. 

Rasulullah Saw. bersabda: “Saya  tidak tahu apa yang harus saya katakan”. 

kemudian turunlah surah An-Nisa ayat 7 sebagai penjelasan bagaimana hukum 

waris dalam Islam.10  

 

9Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, (Jakarta: Kencana, 2004 ) Cet. Ke-1, h. 17. 

10Jalaludin as-Suyuti, Asbabun Nuzul, terj: Tim Abdul Hayyie, (Jakarta: Gema Insani, 

2008), h.152. 
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Menurut Ahmad Rofiq, dalam bukunya Fiqh Mawaris pengertian fiqh 

mawaris adalah fiqh yang mempelajari tentang siapa ahli waris, siapa yang 

bukan ahli waris, bagian yang diterimanya, dan cara menghitungnya.11 

Jika seseorang meninggal dunia dengan meninggalkan harta warisan 

serta utang-utang yang banyak, maka bagi ahli waris khususnya yang tunduk 

kepada ketentuan yang ditetapkan oleh hukum waris dalam KUH Perdata 

apabila keadaan warisan ternyata lebih besar harta tetapnya berupa utang-

utang, yang dibuat si pewaris semasa hidupnya dari harta yang tidak tetapnya, 

maka akan menimbulkan suatu masalah, yang akan merupakan beban bagi 

orang yang berhak atas warisan tersebut, tentunya ahli waris diwajibkan untuk 

melunasi atau membayar utang-utang si pewaris dan bagaimana kalau ternyata 

orang yang berhak atas warisan itu hidupnya dalam serba kekurangan.12 

Dari batasan tersebut dapat diperoleh ketentuan bahwa menurut 

hukum Islam, kewarisan baru terjadi setelah pewaris meninggal dunia. 

Dengan demikian, perpindahan harta kekayaan kepada yang termasuk ahli 

waris pada waktu pewaris masih hidup tidak dipandang sebagai kewarisan. 

Adapun dalam konteksnya dengan dasar hukum dari hukum waris, bahwa 

bangunan hukum kewarisan Islam memiliki dasar yang sangat kuat, yaitu 

ayat-ayat al-Qur'an yang selain kedudukannya qat'i dari segi wurud, juga qat'i 

lafadz,13 meskipun pada pelaksanaannya, sering ketentuan dalam al-Qur'an 

 

11 Ahmad Rofiq, Fiqh Mawaris , (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), h. 4. 

12  Iman Jauhari, Hukum Waris Perdata (menerima dan menolak warisan oleh ahli waris 

serta akibatnya), (Yogyakarta: Deepublish, 2020), h. 3. 

13 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh, Jilid 1 (Jakarta: Kencana,2009), h.58. 
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tentang bagian-bagian warisan mengalami perubahan pada hitungan 

nominalnya, misalnya kasus 'aul dan radd, dan sebagainya. Menurut al-

Syatibi yang dikutip Ahmad Rofiq, bahwa terhadap ketentuan al-Qur'an yang 

kandungannya ibadah atau bukan ibadah mahdah yang telah dirinci dalam al-

Qur'an, seperti hukum kewarisan, perlu diterima secara ta'abbudy. Karena itu 

realisasinya, apa yang ditegaskan al-Qur'an diterima dengan senang hati, 

sebagai bukti kepatuhan kepada ketentuan-ketentuan Allah.14 

Dalam hubungannya pembagian warisan, bahwa ada beberapa syarat 

yang harus dipenuhi dalam pembagian warisan : 

1. Meninggalnya orang yang mewariskan, baik meninggal menurut hakikat 

maupun menurut hukum. Harta peninggalan seseorang tidak mungkin 

akan dibagikan kepada ahli warisnya sebelum diketahui bahwa pewaris itu 

benar-benar telah meninggal atau telah diputuskan oleh hakim tentang 

kematian seseorang yang hilang. 

2. Ahli Waris benar-benar masih hidup, ketika orang yang mewariskan 

meninggal dunia. Ketentuan ini merupakan syarat mutlak agar seseorang 

berhak menerima warisan, sebab orang yang meninggal dunia tidak 

mampu lagi membelanjakan hartanya, baik yang diperoleh karena 

pewarisan maupun sebab-sebab lainnya. 

3. Seluruh ahli waris diketahui secara pasti, termasuk jumlah bagian masing-

masing. Posisi dari masing-masing ahli waris harus diketahui dengan pasti, 

sehingga bagian-bagian yang diperoleh sesuai dengan ketentuan faraidh. 

 

14Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh, Jilid 1(Jakarta: Kencana, 2009), h.58. 



7 
 

 

 

 
 

Hukum waris itu berbeda-beda disebabkan oleh perbedaan derajat 

kekerabatan. Para ahli waris mempunyai hukum pewarisan tersendiri, di antara 

mereka ada yang mempunyai hak mewarisi dengan bagian tetap, mewarisi 

dengan sistem ashabah, bahkan ada yang terhalang. Oleh karena itu, posisi dari 

masing-masing ahli waris harus diketahui dengan jelas dan pasti.15 

Hukum mempelajari ilmu faraidh adalah fardhu/wajib. Adapun alasan 

mengapa mempelajari ilmu ini dikatakan wajib, uraiannya bisa dijelaskan 

sebagai berikut: semua orang pasti akan mati, tidak ada seorang pun di 

kalangan manusia yang bisa menyelamatkan diri dari kematian, termasuk 

seorang muslim. Karena kematian adalah suatu hal yang pasti, maka setiap 

muslim mustahil tidak berurusan dengan ilmu faraidh. Orang yang mati akan 

meninggalkan harta warisan, dan harta warisan menuntut untuk dibagi di 

kalangan ahli waris. Dengan fakta ini, maka setiap muslim yang menjadi ahli 

waris mau tidak mau pasti berurusan dengan ilmu faraidh agar bisa membagi 

harta yang ditinggalkan mayit sesuai dengan perintah Allah dan Rasul-Nya.16 

Hal inilah yang belum terealisasikan oleh sebagian masyarakat di desa 

Ukui Dua kecamatan Ukui. Apabila salah seorang dari orang tua mereka 

meninggal, maka para keluarga hanya terfokus pada acara adat-istiadat seperti 

acara 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari untuk mendoakan orang tua mereka yang 

 

15 Nunung Rodlyah. Hukum Waris Islam, (Bandar Lampung: Universitas Lampung. 2012), 

h. 6. 

16 Mokhamad Rohma Rozikin, Ilmu Faraidh, (Malang : Universitas Briwijaya Press, 2015), 

h. 7. 
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meninggal (pewaris), setelah itu mereka sibuk dengan kegiatan mereka 

masing-masing.  

Di desa Ukui Dua pada umumnya menggunakan pembagian warisan 

dilakukan secara kekeluargaan yaitu berdasarkan kesepakatan para ahli waris. 

Selain itu, di desa Ukui Dua kerap kali dilakukan penundaan pembagian 

warisan karena alasan-alasan tertentu sehingga menunda pembagian harta 

warisan yang ditinggalkan oleh pewaris, salah satu ahli waris menggadaikan 

harta warisan berupa tanah karena terdesak masalah ekonomi.17 Namun tanah 

warisan yang akan digadaikan tersebut belum dibagikan dengan ahli waris 

yang lain, dan ahli waris yang lain mengetahui hal tersebut setelah tanah 

tergadaikan. 

Berdasarkan permasalahan di atas, penulis merasa tertarik untuk 

melakukan penelitian ini dengan judul: “Penggadaian Tanah Warisan Yang 

Belum Dibagi Di Desa Ukui Dua Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan 

Perspektif Hukum Islam”. 

 

B. Batasan Masalah 

Permasalahan tentang warisan ini sangat luas, pembatasan masalah 

dalam penelitian ini perlu dilakukan supaya pembahasannya tidak terlalu luas 

dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan disamping itu juga untuk 

mempermudah melakukan penelitian. Oleh sebab itu penulis membatasi 

 

17 Ahmad Bisyri Syakur, Panduan Lengkap Mudah Memahami Hukum Waris Islam, 

(Jakarta Selatan: Visimedia Pustaka, 2015), Cet. Ke-1, h.54. 
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permasalahan tentang penggadaian tanah warisan yang belum dibagi di desa 

Ukui Dua kecamatan Ukui kabupaten Pelalawan, dan faktor-faktor yang 

mempengaruhi pelaksanaan penggadaian tanah warisan yang belum dibagi di 

desa Ukui Dua kecamatan Ukui kabupaten Pelalawan, serta perspektif hukum 

Islam terhadap penggadaian tanah warisan yang belum ibagi di desa Ukui Dua 

kecamatan Ukui kabupaten Pelalawan. 

 

C. Rumusan Masalah 

Tanah warisan yang digadaikan sebelum dibagikan tanpa persetujuan 

dari ahli waris yang lain, tentu akan menjadi sebuah permasalahan antar 

saudara kandung. Ini dibuktikan dari ketidakrelaan para ahli waris tanpa 

adanya persetujuan ini menjawab pertanyaan: 

1. Bagaimana penyelesaian penggadaian tanah warisan yang belum dibagi di 

desa Ukui Dua kecamatan Ukui kabupaten Pelalawan? 

2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan penggadaian tanah 

warisan yang belum dibagi di desa Ukui Dua kecamatan Ukui kabupaten 

Pelalawan? 

3. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap pelaksanaan penggadaian 

tanah warisan yang belum dibagi di desa Ukui Dua kecamatan Ukui 

kabupaten Pelalawan? 

 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan  
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a. Untuk mengetahui penyelesaian penggadaian tanah warisan yang elum 

dibagi di desa Ukui Dua kecamatan Ukui kabupaten Pelalawan. 

b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan 

penggadaian tanah warisan yang belum dibagi di desa Ukui Dua 

kecamatan Ukui kabupaten Pelalawan 

c. Untuk mengetahui perspektif hukum Islam terhadap pelaksanaan 

penggadaian tanah warisan yang belum dibagi di desa Ukui Dua 

kecamatan Ukui kabupaten Pelalawan. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Bagi penulis selain untuk melengkapi persyaratan dalam mendapatkan 

gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam 

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau juga sebagai wadah untuk 

merealisasikan ilmu yang di peroleh selama dibangku perkuliahan. 

b. Menambah wawasan penulis dalam bidang Hukum Keluarga (Ahwal 

Syakhsiyah) mengenai gadai tanah waris yang belum di bagikan dalam 

pershukum islam. 

c. Untuk kajian dan bahan informasi bagi penelitian berikutnya mengenai 

permasalahan yang hampir sama. 
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BAB II 

TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA 

A. Kerangka Teoritis 

1. Pengertian Waris 

Berbicara hukum waris, bahwa kata hukum dalam pengertian umum 

adalah himpunan petunjuk hidup (perintah-perintah dan larangan-larangan) 

yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat, dan seharusnya ditaati oleh 

anggota masyarakat yang bersangkutan, oleh karena pelanggaran petunjuk 

hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah masyarakat 

itu.18 

Sedangkan hukum Islam oleh TM. Hasbi Ash Shiddieqy dirumuskan 

sebagai koleksi daya upaya para ahli hukum untuk menerapkan syari’at atas 

kebutuhan masyarakat.19 

Kata Hukum waris dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 171 

butir (a) adalah: 

“Hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta 

peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak 

menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing”.20 

Penyelesaian hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai akibat 

meninggalnya seseorang, diatur oleh hukum waris. Untuk pengertian waris 

 
18 E. Utrecht, Pengantar dalam Hukum Indonesia, (Jakarta: Balai Buku Ihtiar, 1966), h.13.  

19  Hasbi Ash Shiddieqy, Filsafat Hukum Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), h.19. 

20 Saekan dan Erniati Effendi, Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam Indonesia, 

(Surabaya: Arkola, 1997), h.125. 
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sampai saat ini baik para ahli hukum Indonesia maupun di dalam kepustakaan 

ilmu hukum Indonesia, belum terdapat keseragaman pengertian sehingga 

istilah untuk hukum waris masih beraneka ragam.21 Misalnya saja Wirjono 

Prodjodikoro, mempergunakan istilah hukum warisan,22 Hazairin 

mempergunakan istilah hukum kewarisan23 dan Soepomo mengemukakan 

istilah hukum waris.24 

Menurut Soepomo bahwa hukum waris itu memuat peraturan-

peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-

barang harta benda dan barang-barang yang tak berwujud benda dari suatu 

angkatan manusia kepada turunannya.25 

Dengan istilah hukum waris di atas, terkandung suatu pengertian yang 

mencakup kaidah-kaidah dan azas-azas yang mengatur proses beralihnya 

harta benda dan hak-hak serta kewajiban-kewajiban seseorang yang 

meninggal dunia. Di bawah ini akan diuraikan beberapa pengertian istilah 

dalam hukum waris menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, yaitu: 

1. Waris: Istilah ini berarti orang yang berhak menerima pusaka 

(peninggalan) orang yang telah meninggal. 

2. Warisan: Berarti harta peninggalan, pusaka, dan surat wasiat. 

 

21 Eman Suparman, Intisari Hukum Waris Indonesia, (Bandung: PT Bandar Maju, 1995), 

h. 14. 

22 Wirjono Prodjodikoro, Hukum Warisan di Indonesia, (Bandung: Vorkink. van Hoeve,'s 

Granvenhage), h.8. 

23 Hazairin, Hukum Kewarisan Bilateral menurut AlQur'an, (Jakarta: Tintamas), h.1. 

24 Soepomo, Bab-Bab tentang Hukum Adat, (Penerbitan Universitas, 1966), h.72.  

25 Ibid . 
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3. Pewaris: Adalah orang yang memberi pusaka, yakni orang yang 

meninggal dunia dan meninggalkan sejumlah harta kekayaan, 

pusaka, maupun surat wasiat. 

4. Ahli waris: Yaitu sekalian orang yang menjadi waris, berarti orang-

orang yang berhak menerima harta peninggalan pewaris. 

5. Mewarisi: Yaitu mendapat harta pusaka, biasanya segenap ahli 

waris adalah mewarisi harta peninggalan pewarisnya.26 

6. Proses Pewarisan: Istilah ini mempunyai dua pengertian atau dua 

makna, yaitu: 

a) Berarti penerusan atau penunjukkan para ahli waris ketika 

pewaris masih hidup dan 

b) Berarti pembagian harta warisan setelah pewaris meninggal.27 

Berkaitan dengan peristilahan tersebut di atas selanjutnya Hilman 

Hadi Kusumah dalam bukunya mengemukakan bahwa warisan menunjukkan 

harta kekayaan dari orang yang telah meninggal, yang kemudian disebut 

pewaris, baik harta itu telah dibagi-bagi atau masih dalam keadaan tidak 

terbagi-bagi.28 

Beberapa penulis dan ahli hukum Indonesia telah mencoba 

memberikan penegasan pengertian hukum waris yang dirumuskan dalam 

suatu batasan (definisi) sekedar untuk dipakai pegangan dalam paparan 

 

26 W.J.S. Poerwardaminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Depdikbud, Pusat 

Pembinaan Bahasa Indonesia, 1982), h.1148. 

27 Hilman Hadikusumah, Hukum Waris Adat, (Bandung: Alumni, 1980), h.23. 

28 32 Ibid, h.21. 
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selanjutnya, antara lain sebagai berikut: Wirjono Prodjodikoro 

mengemukakan:"Warisan adalah soal apakah dan bagaimanakah berbagai 

hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia 

meninggal dunia akan beralih kepada orang yang masih hidup".29 

Soepomo dalam bukunya bab-bab Tentang Hukum Adat 

mengemukakan bahwa Hukum waris itu memuat peraturan-peraturan yang 

mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda 

dan barang-barang yang tidak berwujud benda (immateriele goederen) dari 

suatu angkatan manusia (generatie) kepada turunannya. Proses itu telah mulai 

pada waktu orang tua masih hidup. Proses tersebut tidak menjadi akut oleh 

sebab orang tua meninggal dunia. Memang meninggalnya bapak atau ibu 

adalah suatu peristiwa yang penting bagi proses itu, akan tetapi sesungguhnya 

tidak mempengaruhi secara radikal proses penerusan dan pengoperan harta 

benda dan harta bukan benda tersebut”.30 

R. Santoso Pudjosubroto, mengemukakan bahwa yang dimaksud 

dengan hukum warisan adalah hukum yang mengatur apakah dan 

bagaimanakah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang harta benda 

seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain 

yang masih hidup.31  

 

29 Wirjono Prodjodikoro, Hukum Warisan di Indonesia Op. Cit, h.8. 

30  Soepomo, Op, Cit, h. 72 –73.  

31R. Santoso Pudjosubroto, Masalah Hukum Sehari-hari, (Yogyakarta: Hien Hoo Sing, 

1964), h.8.  
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Seperti halnya Wirjono Prodjodikoro yang mempergunakan istilah 

hukum warisan, maka dalam rumusan diatas R. Santoso Pudjosubroto yang 

mempergunakan istilah hukum warisan untuk pengertian hukum waris. 

Selanjutnya ia mengemukakan bahwa sengketa pewarisan timbul apabila ada 

orang yang meninggal, kemudian terdapat harta benda yang di tinggalkan, 

dan terdapat orang-orang yang berhak menerima harta yang ditinggalkan itu 

dan kemudian lagi tidak ada kesepakatan dalam pembagian harta warisan itu. 

K. NG. Soebakti Poesponoto dalam bukunya Azas-Azas dan Susunan 

Hukum Adat memberikan rumusan Hukum Waris sebagai berikut: “Hukum 

waris adalah aturan-aturan hukum yang mengenai cara bagaimana dari abad 

ke abad penerusan dan peralihan dari harta kekayaan yang berwujud dan tidak 

berwujud dari generasi ke generasi”.32 

A. Pitlo dalam bukunya Hukum Waris Menurut Kitab Undang-undang 

Hukum Perdata Belanda memberikan batasan Hukum waris sebagai berikut: 

“Hukum waris, adalah kumpulan peraturan, yang mengatur hukum mengenai 

kekayaan karena wafatnya seseorang yaitu mengenai pemindahan kekayaan 

yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-

orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka dengan 

mereka, maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga”.33 

 

 

32 K.NG. Soebekli Poesponoto, Azas-Azas dan. Susunan Hukum Adat, (Jakarta: Pradnya 

Paramita, 1960), h.197.  

33 A.Pitlo, Hukum Waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, terj. M. Isa 

Arief, (Jakarta: Intermasa, 1979), h.1. 
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Beberapa penegasan pengertian hukum waris dari beberapa penulis 

dan ahli hukum Indonesia dapat disimpilkan bahwa hukum waris adalah 

pepindahan kepemilikan harta seseorang yang telah meninggal kepada orang 

yang ditinggalkan. 

Suatu hal yang perlu diperhatikan, yaitu walaupun terdapat rumusan 

dan uraian yang beragam tentang hukum waris, pada umumnya para penulis 

hukum sependapat bahwa hukum waris itu merupakan perangkat kaidah yang 

mengatur tentang cara atau proses peralihan harta kekayaan dari pewaris 

kepada ahli waris atau para ahli warisnya. 

Ahli fiqh telah mendalami masalah-masalah yang berpautan dengan 

warisan, dan menulis buku-buku mengenai masalah-masalah ini, dan 

menjadikannya suatu ilmu yang berdiri sendiri dan menamakannya: ilmu 

Mawaris atau ilmu Faraid. Orang yang pandai dalam ilmu ini, dinamakan 

Faridi, Fardii, Faraidli, Firrid.34  

Menurut Ahmad Azhar Basyir, kewarisan menurut hukum Islam 

adalah proses pemindahan harta peninggalan seseorang yang telah 

meninggal, baik yang berupa benda yang wujud maupun yang berupa hak 

kebendaan, kepada keluarganya yang dinyatakan berhak menurut hukum.35 

Menurut Amir Syarifuddin, hukum kewarisan Islam itu dapat 

diartikan seperangkat peraturan tertulis berdasarkan wahyu Allah dan sunnah 

Nabi tentang hal ihwal peralihan harta atau berwujud harta dari yang telah 

 

34 TM. Hasbi Ash Shiddieqy, Fiqih Mawaris, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), h.6.  

35 Ahmad Azhar Basyir, Hukum Waris Islam , (Yogyakarta: UII Press, 2004), h.132. 
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mati kepada yang masih hidup, yang diakui dan diyakini berlaku dan 

mengikat untuk semua yang beragama Islam.36 

Dari batasan tersebut dapat diperoleh ketentuan bahwa menurut 

hukum Islam, kewarisan baru terjadi setelah pewaris meninggal dunia. 

Dengan demikian, perpindahan harta kekayaan kepada yang termasuk ahli 

waris pada waktu pewaris masih hidup tidak dipandang sebagai kewarisan. 

Adapun dalam konteksnya dengan dasar hukum dari hukum waris, bahwa 

bangunan hukum kewarisan Islam memiliki dasar yang sangat kuat, yaitu 

ayat-ayat al-Qur'an yang selain kedudukannya qat'i dari segi wurud, juga qat'i 

lafadz,37 meskipun pada pelaksanaannya, sering ketentuan dalam al-Qur'an 

tentang bagian-bagian warisan mengalami perubahan pada hitungan 

nominalnya, misalnya kasus 'aul dan radd, dan sebagainya. Menurut al-

Syatibi yang dikutip Ahmad Rofiq, bahwa terhadap ketentuan al-Qur'an yang 

kandungannya ibadah atau bukan ibadah mahdah yang telah dirinci dalam al-

Qur'an, seperti hukum kewarisan, perlu diterima secara ta'abbudy. Karena itu 

realisasinya, apa yang ditegaskan al-Qur'an diterima dengan senang hati, 

sebagai bukti kepatuhan kepada ketentuan-ketentuan Allah.38 

Dalam literatur hukum Islam ditemui beberapa istilah untuk 

menamakan hukum kewarisan Islam seperti: 

a. Al-Irts 

 

36 Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, (Jakarta: Kencana, 2004), h. 6.  

37 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh, Jilid 1 (Jakarta: Kencana,2009), h.58.  

38 Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), 

Cet ke-4, h.374. 
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 Al- Irts dalam bahasa Arab adalah bentuk mashdar dari kata 

waritsa, yaritsu, irtsan. Bentuk masdar-nya bukan saja kata irtsan, 

melainkan termasuk juga kata wirtsa, turatsan, dan wiratsatan. Kata-

kata itu berasal dari kata asli waritsa, yang berakar kata dari huruf-

huruf waw, ra, dan tsa yang bermakna dasar perpindahan harta milik, 

atau perpindahan pusaka. 

b. Al-Faraidh 

 Al-Faraidh dalam bahasa arab adalah bentuk plural dari kata 

tunggal faradha, yang berakar dari huruf-huruf fa, ra, dan dha yang 

mengandung beberapa makna dasar yakni penjelasan, penghalalan, 

ketetapan yang diwajibkan, ketetapan yang pasti. 

c. Al-Tirkah 

 Al-Tirkah dalam bahasa arab adalah bentuk mashdar dari 

kata tunggal taraka, yang berakar kata dari huruf-huruf ta, ra, dan ka. 

Kata tersebut mengandung beberapa makna dasar, yakni membiarkan, 

menjadi, mengulurkan lidah, meninggalkan agama, dan harta 

peninggalan. Pada dasarnya, arti-arti diatas sangat luas sehingga 

dalam tulisan ini, makna kata dibatasi pada makna harta 

peninggalan.39 

Konsep kewarisan diatas meskipun mengacu kepada tiga istilah 

dengan unsur-unsur yang berbeda, namun apabila unsur-unsur itu dibawa pada 

 

39Ali Parman. Kewarisan Dalam Al-Quran, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 1995), Cet 

ke-1, h.23.  
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makna kewarisan secara umum, maka terlihat bahwa unsur kewarisan mengacu 

pada tiga hal. Yakni, siapa yang akan menjadi pewaris, siapa yang akan menjadi 

ahli waris, dan bagaimana kedudukan tirkah pewaris. 

 

2. Dasar Hukum Waris 

Selain al-Quran, hukum waris juga didasarkan kepada Sunnah 

Rasulullah SAW., pendapat sahabat, baik yang disepakati maupun yang masih 

diperdebatkan.40 

a. Al-Qur'an 

Al-Quran cukup banyak menyebutkan ayat-ayat mengenai 

hukum kewarisan. Berikut ini akan dikutip pokok-pokoknya saja. 

َّا تَ رَكَ الْوَالِدٰنِ وَالْْقَْ رَبُ وْنََۖ وَللِنِِسَاۤءِ نَصِيْبٌ مَِِّّا تَ رَكَ الْوَالِدٰنِ وَالَْْ  قْ رَبُ وْنَ مَّّا قَلَّ مِنْهُ  للِرِجَِالِ نَصِيْبٌ مِِّ

بًا مَّفْرُوْضًا   اوَْ كَثُ رَ ۗ نَصِي ْ

Artinya: “Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak 

dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta 

peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut 

bahagia yang telah ditetapkan.” (Q.S. An-Nisa/4 : 7). 

  فاَن   نْ   كُن    ننسَاءٓ    فَ وْقَ   اثْ نَ تَيْن   فَ لَهُن    ثُ لُثاَ 
 ۚ ْي   اوَْلَ   دنكُمْ   لنلذ كَرن   منثْلُ   حَظ ن   الُْ   نْ ثَ يَيْن   يْكُمُ   اللٰ ُ   فن  يُ وْصن

هُمَا  السُّدُسُ   مِن ا ن ْ د    م ن   وَلنَ   بَ وَيْهن   لنكُل ن   وَا  حن
 ۚ دَة    فَ لَهَا  الن نصْفُ   ۚ   وَان   نْ   كَا  نَتْ   وَا  حن  مَا  تَ رَكَ  

ۚ   فاَن   نْ   كَا    ابََ وٰهُ   فَلنُ   م نهن   الث ُّلُثُ  
يۚ   ٗ ٗ    وَلَد    و وَرنثهَ  ۚ   فاَن   نْ   لّ ْ   يَكُنْ   ل ه ٗ    وَلَد     تَ رَكَ   اننْ   كَا  نَ   لَه

 

40Ahmad Bisyri Syakur, op.cit., h.18.  
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ۚ   لَ  ۚ   اٰبَٓ   ؤكُُمْ   وَاَ   بْ نَآ   ؤكُُمْ   اَي   اوَْ   دَيْن    يْ   بِن ي ة    ي ُّوْصن نْ    بَ عْدن   وَصن    انخْوَة    فَلنُ   م نهن   السُّدُسُ   من
يۚ   ٗ  نَ   لَه

  انن   اللٰ َ   كَا نَ  عَلنيْم ا حَكنيْم ا 
 ۚ ۚ   فَرنيْضَة   م ننَ  اللٰ ن    تَدْرُوْنَ  ايَ ُّهُمْ  اقَْ رَبُ  لَ كُمْ  نَ فْع ا 

Artinya : "Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian 

warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama 

dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya 

perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga 

dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka 

dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-

bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia 

(yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak 

mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya 

mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, 

maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) 

setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. 

(Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di 

antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan 

Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana." (Q.S. An-Nisa/4 : 

11). 

ۚ   فاَن   نْ   كَا  نَ   لََنُ    وَلَد    فَ لَ كُمُ   الرُّبعُُ   مِن ا   وَلَ كُمْ   ننصْفُ   مَا  تَ رَكَ   ازَْوَا  جُكُمْ   اننْ   لّ ْ   يَكُنْ   لَ نُ    وَلَد   

ۚ   فاَن   نْ  ۚ   وَلََنُ    الرُّبعُُ   مِن ا  تَ ركَْتُمْ   اننْ   لّ ْ   يَكُنْ   ل كُمْ   وَلَد       اوَْ   دَ   يْن   
اَي يَْ   بِن ي ة    ي ُّوْصن نْ    بَ عْدن   وَصن  تَ ركَْنَ   من

  وَان   نْ   كَا  نَ   رَجُل  
 ۚ اَي   اوَْ   دَ   يْن    ي ة    تُ وْصُوْنَ   بِن نْ    بَ عْدن   وَصن  كَا  نَ   لَ كُمْ   وَلَد    فَ لَهُن    الثُّمُنُ   مِن ا  تَ ركَْتُمْ   م ن

ا  ۚ   فاَن   نْ   كَا  نُ وْي هُمَا  السُّدُسُ   ن ْ د    م ن يۚ   اخَ    اوَْ   اخُْت    فلَنكُل ن   وَا  حن   ٗ  ي ُّوْرَثُ   كَلٰلَة    اوَن   امْراََ   ة    و لَه 

ۚ   غَيَْ   مُضَآ   ر    اَي   اوَْ   دَ   يْن    ي ة    ي ُّوْصٰى  بِن نْ    بَ عْدن   وَصن ۚ   اكَْثَ رَ   مننْ   ذٰلنكَ   فَ هُمْ   شُركََاءُٓ   فن   الث ُّلُثن   من  

  وَا للٰ ُ  عَلنيْم    حَلنيْم  
 ۚ ي ة   م ننَ  اللٰ ن    وَصن

Artinya: "Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang 

ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka 

(istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari 

harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau 

(dan setelah dibayar) utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang 

kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai 

anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu 

tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) 
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utang-utangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan 

yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi 

mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan 

(seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam 

harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka 

bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang 

dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan 

(kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, 

Maha Penyantun." (Q.S. An-Nisa/4 : 12). 

 

لْهُ  ٗ  وَرَسُوْلَه  اللٰ َ  يُّطنعن  وَمَنْ  ۚ   اللٰ ن  حُدُوْدُ  تنلْكَ  خٰلندنيْنَ  نْْٰرُ  الَْ  تََْتنهَا مننْ  تََْرنيْ  جَنٰ ت   يدُْخن  

هَا الْعَظنيْمُ  الْفَوْزُ  وَذٰلنكَ  ۚ   فني ْ  

Artinya: "Itulah batas-batas (hukum) Allah. Barang siapa taat kepada 

Allah dan rasul-Nya, Dia akan memasukkannya ke dalam surga-surga 

yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. 

Dan itulah kemenangan yang agung."(Q.S. An-Nisa/4: 13). 

Asbabun nuzul surat an-Nisa ayat 11-13, dalam Tafsir Jalalain 

dijelaskan bahwa diketengahkan oleh imam yang berenam dari Jabir bin 

Abdillah, katanya: Nabi SAW., bersama Abu Bakar menjenguk saya di 

perkampungan Bani Salamah dengan berjalan kaki. Didapatinya saya dalam 

keadaan tidak sadar lalu dimintanya air kemudian berwudhu dan setelah itu 

dipercikannya air kepada saya hingga saya siuman, lalu tanya saya: "Apa yang 

seharusnya saya perbuat menurut anda tentang harta saya? Maka turunlah ayat: 

"Allah mewasiatkan kepadamu tentang anak-anakmu, bahwa bagian seorang 

anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan".41 

b. As-Sunnah 

 
41Imam Jalaluddin al-Mahalli dan Imam Jalaluddin as-Suyuti, Tafsir Jalalain 

,  penterjemah, Abu Firly Bassam Taqiy, S. Ag (Kairo: Dar al-Fikr,tth). h.397.  
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Hukum kewarisan banyak sekali membahas tentang 

pembagian warisan yang tercantum dalam hadis diantaranya ialah  

هُمَا قاَلَ: قاَلَ رَسُوْلُ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:أَلْْقُِوا  عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَن ْ

42الفَرائِضَ بأهَْلِها، فَمَا أبَْ قَتِ الفَرائِضُ فَلَِِوْلى رَجُلٍ ذكََرخٍَرَّجَهُ )رواه البُخَاريُِّ وَمُسْلِم( 

    

Dari Ibnu ‘Abbas radhiyallahu ‘anhuma, ia berkata bahwa 

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Berikan bagian 

warisan kepada ahli warisnya, selebihnya adalah milik laki-laki yang 

paling dekat dengan mayit.”(HR.Bukhari Muslim). 

c. Ijma' 

Ijma' yaitu kesepakatan para ulama atau sahabat sepeninggal 

Rasulullah SAW, tentang ketentuan warisan yang terdapat dalam al-

Quran maupun Sunnah. Karena telah disepakati oleh para sahabat dan 

ulama, ia dapat dijadikan sebagai referensi hukum.43 Sebagai contoh, 

diadakannya dua kali dan iqomah untuk shalat jum’at, yang 

diprakarsai oleh shahabat Usman Bin Affan r.a. pada masa 

kekhalifahannya. Para shahabat yang lain tidak ada yang memprotes 

atau menolaknya. Diamnya para shabat yang lain merupakan tanda 

setuju, dan ini termasuk dalam ijma’. 

d. Ijtihad 

 

42Muslim bin al-hajaj al-Qusyairi an-Naisaburi, Ensiklopedia Hadits 4; Shahih Muslim 2, 

diterjemahkan oleh Masyhari dan Tatam Wijaya, (Jakarta Timur: Almahira, 2012) h.57.  

43 Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia Op.Cit, h.382. 
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Ijtihad yaitu pemikiran sahabat atau ulama dalam 

menyelesaikan kasus-kasus pembagian warisan, yang belum atau 

tidak disepakati.44 Dalam pembahasan ini, Misalnya terhadap masalah 

radd atau 'aul, di dalamnya terdapat perbedaan pendapat, sejalan 

dengan hasil ijtihad masing- masing sahabat, tabi'in atau ulama. Yang 

perlu dikemukakan di sini adalah bahwa meskipun hukum waris yang 

sering disebut dengan fara'id (ketentuan) adalah ketentuan yang 

dibakukan bagiannya, dalam penerapannya sering dijumpai kasus-

kasus yang menyimpang atau tidak sama persis seperti yang  

dikehendaki al-Qur'an. Yang jelas, penyelesaian pembagian warisan, 

ketentuan baku dalam al-Quran atau hadis tetap menjadi pedoman 

untuk menentukan proporsional atau tidaknya penyelesaian 

pembagian warisan. 

3. Asas-Asas Hukum Kewarisan Islam 

Hukum Kewarisan Islam atau yang lazim disebut Faraid dalam 

literatur Hukum Islam adalah salah satu bagian dari keseluruhan Hukum Islam 

yang mengatur pengalihan harta dari orang yang telah meninggal kepada orang 

yang masih hidup.45 

a. Asas Ijbari  

Asas ijbari dalam hukum kewarisan Islam mengandung arti 

bahwa peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal kepada 

 

44 Ibid.  

45Ahmad Rofiq, Fiqih Mawaris (Jakarta: Raja Grafindo Persada 1993), h.14. 
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ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut kehendak Allah 

tanpa tergantung kepada kehendak dari pewaris atau permintaan dari 

ahli warisnya. 

b. Asas Bilateral  

Asas bilateral dalam kewarisan mengandung arti bahwa harta 

warisan beralih kepada atau melalui dua arah. Hal ini berarti bahwa 

setiap orang menerima hak warisan dari kedua belah pihak garis 

kerabat, yaitu pihak kerabat garis keturunan laki-laki dan pihak 

kerabat garis keturunan perempuan. 

c. Asas Individual  

Asas individual dalam kewarisan mengandung arti harta 

warisan bisa dibagi pada masing-masing ahli waris untuk dimiliki 

secara perorangan. Keseluruhan harta warisan dinyatakan dalam nilai 

tertentu yang mungkin dibagi, kemudian jumlah tersebut dibagikan 

kepada setiap ahli waris yang berhak menerima menurut kadar bagian 

masing-masing dari mereka. Setiap ahli waris berhak menerima atas 

bagian harta pusaka tersebut tanpa terikat pada ahli waris lainnya. Hal 

ini berdasarkan ketentuan bahwa setiap pribadi mempunyai 

kemampuan untuk menerima hak dan kewajiban.46 

d. Asas Keadilan Berimbang  

 

46Ibid, h.15.  
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Asas ini mengandung arti harus senantiasa terdapat 

keseimbangan antara hak dan kewajiban, antara yang diperoleh 

seseorang dengan kewajiban yang harus ditunaikan. 

e. Asas Semata Akibat Kematian  

Asas ini mengandung arti bahwa berpindahnya harta 

seseorang kepada orang lain warisan dapat berlaku apabila telah 

terjadi kematian, pemilik harta telah meninggal kemudian barulah 

harta tersebut dapat beralih atau dipindahkan kekuasaan kepada orang 

lain atau ahli waris. Asas ini berarti bahwa harta seseorang tidak dapat 

dipindahkan kepada orang lain (ahli waris) selama pemilik harta 

masih hidup. 

4. Syarat dan Rukun Waris 

Secara bahasa, rukun adalah yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu 

pekerjaan,47 sedangkan syarat adalah ketentuan (peraturan, petunjuk) yang 

harus diindahkan dan dilakukan.48 

Dalam buku Muhammad Amin Suma dijelaskan: rukun (Arab, rukn 

jamaknya arkan), secara harfiah antara lain berarti tiang, penopang dan 

sandaran, kekuatan, perkara besar, bagian, unsur dan elemen. Sedangkan syarat 

(Arab, syarth jamaknya syara'ith) secara literal berarti pertanda, indikasi dan 

memastikan. Dalam istilah para ahli hukum Islam, rukun diartikan dengan 

sesuatu yang terbentuk (menjadi eksis) sesuatu yang lain dari keberadaannya, 

 
47 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai 

Pustaka, 2002), h. 966.  

48 Ibid., h.1114.  
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mengingat eksisnya sesuatu itu dengan rukun (unsurnya) itu sendiri, bukan 

karena tegaknya. Kalau tidak demikian, maka subjek (pelaku) berarti menjadi 

unsur bagi pekerjaan, dan jasad menjadi rukun bagi sifat, dan yang disifati 

menjadi unsur bagi sifat (yang mensifati).49 Adapun syarat, menurut 

terminologi para fuqaha seperti diformulasikan Muhammad al-Khudlari Bek 

sebagaimana dikutip oleh Amin Suma, ialah: sesuatu yang ketidakadaannya 

mengharuskan (mengakibatkan) tidak adanya hukum itu sendiri. Yang 

demikian itu terjadi, kata al-Khudlari, karena hikmah dari ketiadaan syarat itu 

berakibat pula meniadakan hikmah hukum atau sebab hukum.50 

Dalam syari'ah, rukun, dan syarat sama-sama menentukan sah atau 

tidaknya suatu transaksi. Secara defenisi, rukun adalah suatu unsur yang 

merupakan bagian tak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang 

menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dan ada atau tidak adanya 

sesuatu itu.51 

Definisi syarat adalah sesuatu yang tergantung padanya keberadaan 

hukum syar'i dan ia berada di luar hukum itu sendiri, yang ketiadaannya 

menyebabkan hukum pun tidak ada.52 Perbedaan antara rukun dan syarat 

menurut ulama Ushul Fiqh, bahwa rukun merupakan sifat yang kepadanya 

tergantung keberadaan hukum dan ia termasuk dalam hukum itu sendiri, 

 

49 Muhammad Amin Suma, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam, (Jakarta: Raja Grafindo 

Persada, 2004), h.95.  

50 Ibid. 

51 Abdul Azis Dahlan, ed. Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid 5, (Jakarta: Ichtiar Barn van 

Hoeve, 1996), h. 1510. 

52 Ibid ., h.1691. 
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sedangkan syarat merupakan sifat yang kepadanya tergantung keberadaan 

hukum, tetapi ia berada di luar hukum itu sendiri.53 

Dalam hubungannya pembagian warisan, bahwa ada beberapa syarat 

yang harus dipenuhi dalam pembagian warisan. Syarat-syarat tersebut 

mengikuti rukun, dan sebagian berdiri sendiri. Adapun syarat-syarat kewarisan 

sebagai berikut:54 

1 Syarat-syarat kewarisan 

i. Meninggalnya orang yang mewariskan, baik meninggal 

menurut hakikat maupun menurut hukum. Harta peninggalan 

seseorang tidak mungkin akan dibagikan kepada ahli warisnya 

sebelum diketahui bahwa pewaris itu benar-benar telah 

meninggal atau telah diputuskan oleh hakim tentang kematian 

seseorang yang hilang. 

ii. Ahli Waris benar-benar masih hidup, ketika orang yang 

mewariskan meninggal dunia. Ketentuan ini merupakan syarat 

mutlak agar seseorang berhak menerima warisan, sebab orang 

yang meninggal dunia tidak mampu lagi membelanjakan 

hartanya, baik yang diperoleh karena pewarisan maupun 

sebab-sebab lainnya. 

iii. Seluruh ahli waris diketahui secara pasti, termasuk jumlah 

bagian masing-masing. Posisi dari masing-masing ahli waris 

 

53 Ibid ., h.1692. 

54Nunung Rodlyah. Hukum Waris Islam. (Bandar Lampung: Universitas Lampung. 2012), 

h .6. 
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harus diketahui dengan pasti, sehingga bagian-bagian yang 

diperoleh sesuai dengan ketentuan faraid. Hukum waris itu 

berbeda-beda disebabkan oleh perbedaan derajat kekerabatan. 

Para ahli waris mempunyai hukum pewarisan tersendiri, 

diantara mereka ada yang mempunyai hak mewarisi dengan 

bagian tetap, mewarisi dengan sistem ashabah, bahkan ada 

yang terhalang. Oleh karena itu, posisi dari masing-masing 

ahli waris harus diketahui dengan jelas dan pasti. 

b. Sedangkan rukun waris adalah sebagai berikut: 

a) Muwarrits, yaitu orang yang meninggal dunia atau mati dan 

meninggalkan harta waris. Di dalam kamus Indonesia disebut 

dengan istilah “pewaris”, sedangkan dalam kitab fiqh disebut 

muwarist. Bagi muwarits berlaku ketentuan bahwa harta yang 

ditinggalkan miliknya dengan sempurna, dan ia benar-benar 

telah meninggal dunia, baik menurut kenyataan maupun 

menurut hukum. Kematian muwarist menurut para ulama fiqh 

dibedakan menjadi 3 macam, yakni: 55 

1. Mati haqiqy (sejati)  

2. Mati hukmy (berdasarkan keputusan Hakim)  

3. Mati taqdiry (menurut dugaan) 

 

55Muhammad Thaha Abul Eka Khalifah, Hukum waris Pembagian Warisan Berdasarkan 

Syariat Islam, (Solo: Tiga Serangkai, 2007), h.17. 
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ii. Waarits, adalah orang yang akan mewarisi harta peninggalan 

si Muwarrits lantaran mempunyai sebab-sebab untuk 

mewarisi. 

iii. Mauruts, ialah harta benda yang ditinggalkan oleh si mayit 

yang akan dipusakai atau dibagi oleh para ahli waris setelah 

diambil untuk biaya-biaya perawatan, melunasi hutang, dan 

melaksanakan wasiat.  

5. Sebab dan Halangan Menerima Warisan 

a. Sebab Kewarisan  

Adapun sebab-sebab mewarisi dalam Islam adalah sebagai Berikut56 : 

1) Al-Qarabah 

Al-Qarabah atau pertalian darah disini mengalami 

pembaharuan yaitu semua ahli waris yang mempunyai pertalian 

darah, baik laki-laki, perempuan dan anak-anak diberi hak untuk 

mewarisi bagian menurut dekat jauhnya kekerabatannya. 

Hubungan kekerabatan versi Islam dijelaskan dalam 

firman Allah dalam QS. an-Nisa’ ayat 7. 

َّا تَ رَكَ الْوَالِدٰنِ وَالْْقَْ رَبُ وْنََۖ وَللِنِِسَاۤءِ نَصِيْبٌ مَِِّّا تَ رَكَ الْوَالِدٰنِ وَالَْْ  قْ رَبُ وْنَ  للِرِجَِالِ نَصِيْبٌ مِِّ

بًا مَّفْرُوْضًا   مَّّا قَلَّ مِنْهُ اوَْ كَثُ رَ ۗ نَصِي ْ

Artnya : “Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan 

ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian 

(pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit 

 
56 Ahmad Rafiq, op.cit, h.42. 
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atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.” (Q.S. An-

Nisa’/4: 7). 

 

2) Al-Musaharah (hubungan perkawinan) 

Perkawinan yang sah di antara seorang laki-laki dan 

seorang perempuan baik menurut hukum agama dan kepercayaan 

maupun hukum negara menyebabkan adanya hubungan saling 

mewarisi apabila salah satunya meninggal dunia.57 

3) Al-Wala’ 

Al-Wala’ adalah hubungan kewarisan karena seseorang 

memerdekakan hamba sahaya. Dalam kompilasi Hukum Islam 

sebab ketiga ini tidak dicantumkan karena dalam kehidupan 

sekarang ini, lebih-lebih di Indonesia perbudakan tidak diakui lagi 

keberadaannya. Karena itu sebab-sebab saling mewarisi menurut 

kompilasi hukum Islam terdiri dari dua hal pertama karena 

hubungan darah dan kedua karena hubungan perkawinan. (Pasal 

174 ayat 1 KHI). 

b. Halangan Kewarisan 

Dalam pasal 171 huruf (c) KHI disebutkan bahwa ahli waris 

adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan 

darah atau mempunyai hubungan perkawinan dengan pewaris, 

 

57Abd Rahim, Hukum Waris Islam Perkembangan Hukum Waris Pada masa kekinian, 

(Medan: Merdeka Kreasi, 2022), Ed. 1, Cet..Ket-2, h. 62.  
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beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli 

waris ketentuan ini sekaligus dimaksudkan untuk menafikan adanya 

penghalang saling mewarisi, kendatipun demikian ketentuan-ketentuan 

tersebut masih bersifat global. Dibawah ini dirinci penghalang saling 

mewarisi. 

1) Pembunuhan 

Pembunuhan yang dilakukan ahli waris terhadap 

pewarisnya menyebabkan ia terhalang haknya untuk mewarisi, 

kompilasi merumuskannya dalam Pasal 173, yang berbunyi: 

“Seseorang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang 

telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dihukum karena: 

a) Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba 

membunuh atau menganiaya berat pada pewaris. 

b) Dipersalahkan secara menfitnah telah mengajukan 

pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan 

yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau 

hukuman yang lebih berat”.58 

Rumusan tersebut cukup lengkap dan dapat merangkum 

katagori atau klasifikasi pembunuhan dalam terminologi fiqh 

seperti pembunuhan sengaja (al-am’d) atau menyerupai sengaja 

(syibh al-Amd). Adapun huruf (b) merupakan pembaharuan 

hukum, yang apabila dilacak dasar-dasarnya karena menfitnah 

 
58 Ibid . 
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adalah perbuatan yang resikonya lebih berat dari pada membunuh. 

Ini tercantum dalam QS. al-Baqarah :191: 

نَةُ  اَشَدُّ   مننَ   وَا قْ تُ لُوْهُمْ  حَيْثُ  ثقَنفْتُمُوْهُمْ  وَاَ  خْرنجُوْهُمْ  م ننْ   حَيْثُ  اَخْرَجُوكُْمْ  وَا لْفنت ْ

تَ لُوكُْمْ  فاَ ۚ   فاَن  نْ  ق ٰ دن  الَْْ راَ من   حَتٰ   يُ قٰتنلُوكُْمْ  فنيْهن   ۚ   وَلَ  تُ قٰتنلُوْهُمْ  عننْدَ  الْمَسْجن  الْقَتْلن  

ۚ   كَذٰلنكَ  جَزاَءُٓ  الْكٰفنرنيْنَ   قْ تُ لُوْهُمْ  

Artinya: "Dan bunuhlah mereka di mana kamu temui mereka dan 

usirlah mereka dari mana mereka telah mengusir kamu. Dan fitnah 

itu lebih kejam daripada pembunuhan. Dan janganlah kamu 

perangi mereka di Masjidilharam kecuali jika mereka memerangi 

kamu di tempat itu. Jika mereka memerangi kamu, maka 

perangilah mereka. Demikianlah balasan bagi orang kafir." (Q.S. 

al-Baqarah / 2: 191). 

2) Berbeda Agama 

Kompilasi Hukum Islam tidak menegaskan secara 

eksplisit perbedaan agama antara ahli waris dan pewarisnya 

sebagai pengahalang mewarisi. Kompilasi hanya menegaskan 

bahwa ahli waris beragama Islam pada saat meninggalnya pewaris 

(pasal 171 huruf (c)) untuk mengindentifikasi seorang ahli waris 

beragama Islam Pasal 172 menyatakan59 : “Ahli waris dipandang 

beragama Islam apabila diketahui dari kartu identitas atau 

pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang 

baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut 

ayahnya atau lingkungannya”. 

 

59Muhiyi Shubhie, Pendidikan Agama Islam Fiqh Munakahat dan waris, (Ponorogo: Uwais 

Inspirasi Indonesia), h. 171.  
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Sedangkan identitas pewaris hanya dijelaskan dalam 

ketentuan umum huruf (b), yaitu orang pada saat meninggalnya 

atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan 

beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan 

(Pasal. 171) 

Yang dimaksud dengan berbeda agama disini adalah 

antara orang Islam dan non Islam. Perbedaan agama yang bukan 

Islam misalnya antara orang Kristen dan Budha, tidak termasuk 

dalam pengertian ini.60 

Dasar hukum berbeda agama sebagai penghalang saling 

mewarisi adalah hadist riwayat Muslim: 

، أتََ نْزلُِ غَدًا فِ دَاركَِ بِكََّةَ؟ قاَلَ: وَهَلْ تَ رَكَ    عَنْ أَسَامَةَ بْنِ زيَْدٍ قاَلَ: قُ لْتُ: يََ رَسُولَ اللََِّّ

لنََا عَقِيلٌ مِنْ ربََِعٍ أوَْ دُوْرٍ؟ ثَُُّ قاَلَ : لْ يرَِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَْ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ )رواه  

 الْمُسْلِمَ( 61

Artinya: ” Dari Usamah bin Zaid, dia berkata, 'Aku berkata, 'Wahai 

Rasulul- lah, apakah besok engkau akan singgah di rumah engkau 

di Makkah?' Beliau bertanya, 'Apakah Aqil meninggalkan tempat 

itu. Kemudian beliau berkata Orang muslim tidak mewarisi orang 

kafir, dan orang kafir tidak mewarisi orang muslim”. (HR. 

Muslim). 

 
60 Ahmad Rafiq, Hukum Islam di Indonesia, Op.Cit, h.404. 

61 Shohih Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi al-Naisabüri, al-Musnad as Sahih al-Mukhtasar 

bi Nagi al Adl 'an al-Adl ila Rasulullah Salia Allah alaihi wa Sallam, (Beirût. Dåt Thys al-Turas al 

Arabi 1th 3, III/1233, nomor Hadis 1614. 
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Selain hadis dan ayat di atas, Nabi SAW mempraktekkan 

pembagian warisan, bahwa perbedaan agama menyebabkan antara 

mereka tidak bisa saling mewarisi. Yaitu pada saat Abu Thalib 

meninggal sebelum masuk Islam, meninggalkan empat orang anak: 

Uqail dan Talib yang belum masuk Islam, dan Ali serta Ja’far yang 

telah masuk Islam. Oleh Rasulullah SAW harta warisan yang 

diberikan ‘Uqail dan Talib, ini menunjukkan bahwa perbedaan 

agama menjadi penghalang untuk mewarisi.62 

3) Perbudakan 

Budak menjadi penghalang mewarisi karena status 

dirinya yang dipandang sebagai tidak cakap melakukan perbuatan 

hukum. Demikian kesepakatan mayoritas Ulama, Firman Allah 

dalam QS. An-Nahl (16) ayat 75 menunjukkan: 

لُْوكًْا لَّْ يَ قْدِرُ عَلٰى شَيْءٍ ...... ُ مَثَلًً عَبْدًا مَّّ  ضَرَبَ اللَِّٰ

Artinya: “Allah telah membuat perumpamaan (yakni) seorang 

budak (hamba sahaya) yang dimiliki tidak dapat bertindak terhadap 

sesuatu apapun …….” (Q.S. An- Nahl /16 : 75). 

Sebagai fakta sejarah, budak memang pernah ada, 

bahkan boleh jadi secara defakto realitas mereka masih belum 

hilang dari muka bumi ini, meski secara dejure eksistensi mereka 

dianggap tidak ada. Kehadiran Islam dengan semangat 

egalitarianismenya, menempatkan tindakan memerdekakan hamba 

sahaya, sebagai perbuatan yang sangat mulia. Bahkan oleh Islam, 

 
62 Ahmad Rafiq, MA. Fiqh Mawaris, Op.Cit h. 36. 
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memerdekakan budak, dijadikan sebagai kafarat (sanksi hukum). 

Bagi pelaku kejahatan, misalnya membunuh dengan khilaf. Ini 

dimaksudkan agar tidak ada lagi perbudakan di muka bumi ini. 

6. Harta Waris dan hal-hal yang berkaitan 

a. Harta Waris 

Harta waris yang dalam istilah fara’id dinamakan tirkah 

(peninggalan) adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang 

meninggal, baik berupa uang atau materi lainnya yang dibenarkan oleh 

syariat Islam untuk diwariskan kepada ahli warisnya. 

Apa-apa yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal harus 

diartikan sedemikian luas sehingga mencakup hal-hal sebagai berikut:63 

1) Kebendaan dan sifat-sifatnya yang mempunyai nilai 

kebendaan. Misalnya benda tetap, benda bergerak, piutang-

piutang orang yang telah meninggal yang menjadi tanggungan 

orang lain. 

2) Hak-hak kebendaan, seperti hak monopoli untuk 

mendayagunakan dan menarik hasil dari suatu jalan lalu-lintas, 

sumber air minum, irigasi pertanian, perkebunan dan lain-lain. 

3) Hak-hak yang bukan kebendaan, seperti hak diyar, hak 

memanfaatkan barang yang diwasiatkan, dan sebagainya. 

 

63 Anggyka Nurhidayana, Perlindungan Hukum Terhadap Hak Waris Anak pada 

Perkawinan Sirri. (Bandar Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung. 2017), h.19.  
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4) Benda-benda yang bersangkutan dengan hak orang lain, seperti 

barang-barang yang telah dibeli olehnya ketika hidup yang 

harganya sudah dibayar, tetapi barangnya belum diterima. 

b. Hak Yang Berhubungan Dengan Harta Waris 

Ada empat hal yang harus diperhatikan (dikeluarkan dari 

harta peninggalan tersebut) oleh ahli waris sebelum dibagikan, yaitu:64  

1) Biaya perawatan pewaris  

Biaya-biaya yang dikeluarkan untuk keperluan si 

mayat mulai dari saat meninggal sampai dikuburkan (biaya 

pelaksanaan fardu kifayah). 

2) Hibah pewaris 

Kata hibah berasal dari bahasa Arab yang secara 

etimologis berarti melewatkan atau menyalurkan, dengan demikian 

berarti telah disalurkan dari tangan orang yang memberi kepada 

tangan yang diberi. Apabila penghibahan telah dilaksanakan 

semasa hidupnya (si pewaris) dan ketika itu belum sempat 

dilakukan penyerahan barang, maka sebelum harta dibagikan 

kepada ahli waris, hibah tersebut dikeluarkan terlebih dahulu.65 

3) Wasiat pewaris 

 

64 Wati Rahmi Ria, Hukum Waris Islam, (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2008), 

Cet. Ke-2, h.83. 

65Abd Rahman Ghazaly, Fiqh Muamalat, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), h.15. 
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Pemberian pewaris kepada orang lain baik berupa 

barang, piutang ataupun manfaat untuk dimiliki oleh orang yang 

diberi wasiat setelah orang yang berwasiat (pewaris) mati. 

4) Hutang pewaris 

Hutang adalah tanggungan yang harus diadakan 

pelunasannya dalam suatu waktu tertentu. Apabila seseorang yang 

meninggal telah meninggalkan hutang kepada seseorang lain, maka 

seharusnya ahli waris membayar/melunasi hutang tersebut terlebih 

dahulu (dari harta peninggalan si mayat) sebelum harta 

peninggalan tersebut dibagikan. 

 

7. Gadai 

a. Pengertian Gadai 

Gadai atau rahn adalah suatu akad yang terjadi karena 

adanya hutang piutang dengan syarat orang yang berhutang harus 

menyerahkan barang yang digunakan sebagai jaminan atas hutangnya 

kepada pihak yang memberikan hutang supaya pihak yang memberikan 

hutang memiliki rasa aman akan piutangnya.66 Dalam fikih muamalah 

bisa juga disebut sebagai pinjaman yang memiliki barang jaminan dan 

kemudian disebut sebagai ar-rahn, yaitu menyimpan suatu barang 

sebagai tanggungan utang.67 . 

 
66 Nasruddin Yusuf, “Pemanfaatan Barang Gadaian dalam Prespektif Hukum Islam”, Jurnal 

Al-Syir’ah Vol.4 No.2, (2006), h. 1. 

67Zainuddin Ali, Hukum Gadai Syariah (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h.1. 
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b. Dasar Hukum Gadai 

Para ulama Fiqh telah sepakat bahwa hukum menggadaikan 

barang adalah boleh, baik seseorang tersebut sedang menetap di suatu 

tempat maupun sedang dalam perjalanan. Kesepakatan tersebut telah 

diakui oleh para mujtahid. Namun akad gadai atau rahn sendiri 

diperbolehkan. Adapun dalil yang mendapati diperbolehkannya akad 

gadai tersebut di antaranya:68 

1) Al-Qur’an 

Firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah (2) 283, yaitu:  

تُمْ عَلٰى سَفَرٍ وَّلََْ تََِدُوْا كَا تبًِا فَرهِٰنٌ مَّقْبُ وْضَةٌ   بَ عْضًا بَ عْضُكُمْ  امَِنَ  نْ  فاَِ  ۗۗ  وَاِ نْ كُن ْ

 وَمَنْ  ۗۗ  دَةَ  الشَّهَا تَكْتُمُوا وَلَْ  ۗۗ  ٗ  رَبَّه اللََِّٰ  وَلْيَ تَّقِ  ٗ  نَ تَه امََا اؤْتُُِنَ  الَّذِى فَ لْيُ ؤَدِِ 

عَلِيْمٌ  تَ عْمَلُوْنَ  بِاَ اللَُِّٰ  وَ  ۗۗ  ٗ  قَ لْبُه اٰثٌُِ  ۗۤ ٗ  نَّه فاَِ  يَّكْتُمْهَا  

Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak 

secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, 

maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang 

berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai 

sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu 

menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa 

kepada Allah Tuhannya, dan janganlah kamu (para saksi) 

menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang 

menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang 

berdosa hatinya, dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu 

kerjakan.” (Q.S. Al-Baqarah /2 : 283). 

 

Dalam ayat di atas telah dijelaskan bahwa gadai itu 

diperbolehkan dengan memberi barang jaminan kepada pihak 

 

68Surahman, Gadai Tanah Kebun Dalam Perspektif Hukum Islam, (Tanjung Jabungan 

Timur: zabags Qu Publish, 2022), h.33. 
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penerima gadai. Meskipun ayat tersebut menjelaskan melakukan 

transaksi gadai ketika dalam perjalanan, hal ini bukan berarti gadai 

hanya boleh dilakukan ketika dalam perjalanan saja. Karena dalam 

suatu riwayat Nabi SAW pernah menggadaikan baju besinya 

kepada kaum Yahudi yang pada saat itu Nabi SAW sedang berada 

di Madinah. Oleh karena itu kata perjalanan yang disebutkan dalam 

ayat di atas hanya karena keadaan yang sering tidak ditemukannya 

penulis ketika seseorang tengah melakukan akad transaksi hutang 

piutang dalam perjalanannya. Dengan demikian ayat di atas 

menegaskan bahwa gadai diperbolehkan dalam Islam dan sudah 

menjadi bagian dari muamalah. Bahkan Islam sendiri telah 

mengajarkan saling tolong-menolong antar sesama umatnya.69 

2) As-Sunnah 

Dalil yang memperbolehkan gadai selain dalam Al-

Qur‟an juga terdapat dalam Sunnah Rasul SAW. Yakni Nabi SAW 

pernah menggadaikan baju besinya yang saat itu Nabi SAW sedang 

dalam perjalanan. Hal ini telah dijelaskan oleh Aisyah r.a dan 

diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang berbunyi: 

ثَ نَا الَْْعْمَشِ، قاَلَ: ذكََرْنََ عِنْدَ  ثَ نَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، حَدَّ ثَ نَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ، حَدَّ حَدَّ

هَا، " ُ عَن ْ ثَنِِ الَْْسْوَدُ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللََّّ  إِبْ راَهِيمَ الرَّهْنَ فِ السَّلَمِ، فَ قَالَ: حَدَّ

 
69M.Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan keserasian AlQur’an (Jakarta: 

Lentera Hati, 2002), h.739.  
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أَنَّ النَّبَِّ صلى الله عليه وسلم اشْتََىَ طَعَامًا مِنْ يَ هُودِي إِلَى أَجَلٍ، وَرَهَنَهُ دِرْعًا  

 مِنْ حَدِيدٍ )رواه البخاري(70 

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Mualla ibn asad telah 

menceritakan kepada kami 'Abdul Wahid telah menceritakan 

kepada kami Al A'masy berkata, kami menceritakan di hadapan 

Ibrahim tentang masalah gadai dan pembayaran tunda dalam jual 

beli. Maka Ibrahim berkata; telah menceritakan kepada kami Al 

Aswad dari 'Aisyah radliallahu 'anha bahwa Nabi shallallahu 'alaihi 

wasallam pernah membeli makanan dari orang Yahudi dengan 

pembayaran tunda sampai waktu ditentukan, yang yang Beliau 

menggadaikan (menjaminkan) baju besi Beliau” (HR. Bukhari). 

Dalam hadist diatas dijelaskan bahwa dalam 

Muamalah, Islam tidak membeda-bedakan muslim dan non-

muslim mereka harus wajib membayar hutangnya. Oleh karena itu, 

jika seorang muslim mempunyai hutang kepada non-muslim, maka 

muslim tersebut wajib membayar hutangnya. Para ulama sepakat 

bahwa gadai diperbolehkan dan kebolehan tersebut tidak 

bertentangan dengan hukum.71 

3) Ijma 

Jumhur ulama telah sepakat untuk memperbolehkan 

adanya transaksi gadai dalam Islam. Rahn sendiri boleh dilakukan 

ketika seseorang dalam keadan safar maupun tidak. Hal tersebut 

mengacu pada Al-Qur‟an surah Al-Baqarah ayat 283 dan juga 

hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim tentang kisah 

 

70 Shahih Bukhari Hadis Nomor 1926,  فتح الباري شرح صحيح البخاري كتاب البيوع, باب شراء النبي  

354صلى الله عليه وسلم بالنسيئة المكتبة الإسلامية    

71Sohari Sahrani, Fikih Muamalah (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h.159. 
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Nabi Muhammad SAW yang menggadaikan baju besinya kepada 

seorang Yahudi hal itu dilakukan lantaran Nabi SAW sedang 

membutuhkan makanan.72 

c. Syarat Gadai 

1)  Aqid 

Orang yang melakukan akad haruslah memenuhi standar 

syarat aqid ahliyah. Menurut pendapat ulama Syafi’iyah, ahliyah adalah 

seseorang yang sudah dianggap sah untuk melakukan kegiatan jual beli. 

Yaitu berakal namun tidak harus sudah baligh. Oleh karena itu, anak 

yang masih kecil namun sudah berakal atau mumayyiz maupun orang 

bodoh yang sudah memperoleh izin dari walinya sudah diperbolehkan 

melakukan Adapun pendapat ulama Hanifiyah, pengertian ahliyah 

sama halnya dengan jual beli. Yaitu tidak boleh dilakukan oleh orang 

yang hilang akal seperti, gila, mabuk, bodoh, maupun anak kecil yang 

dianggap belum baligh. Begitu juga seseorang tidak boleh 

menggadaikan barang milik orang lain, terkecuali dalam keadaan 

darurat serta ia meyakini bahwa pemegangnya merupakan orang yang 

amanah. Selain itu pihak yang melakukan transaksi haruslah yang 

sudah cakap yang ditandai dengan aqil baligh, berakal sehat, dan 

mampu melakukan akad.73 

 

72Fathurrahman Djamil, Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga 

Keuangan Syariah (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h.234. 

73 Rachmat Syafei, Fiqh Muamalah (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h.162. 
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2) Shighat 

Di dalam gadai apabila belum ada ucapan ijab qabul maka 

dianggap belum sah. Karena ijab qabul merupakan bukti dari kerelaan 

yang menunjukan keduanya saling suka sama suka untuk melakukan 

transaksi tersebut. Kerelaan hati antar keduanya tidak bisa dilihat 

sebelum keduanya melakukan ijab qabul. Bentuk ijab qabul sendiri bisa 

juga dilakukan dalam bentuk perkataan maupun perbuatan yang 

menunjukan kerelaan hati antar keduanya. 

3) Marhun (barang yang digadaikan) 

Adapun pendapat dari Ulama Hanafiyah yang mensyaratkan 

marhun diantaranya, dapat diperjual belikan, bermanfaat, jelas, bisa 

diserahkan, milik pemberi gadai.74 

Dari hadits, terdapat dalil khusus mengenai larangan menjual 

barang yang tidak dimiliki, sebagaimana sabda Rasulullah shallallahu 

‘alaihi wa sallam. 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ,  لَْ تبَِعْ مَا ليَْسَ عِنْدَك  قاَلَ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ

Artinya: Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam) bersabda: "Janganlah 

kamu menjual sesuatu yang bukan hak kamu." (HR. Abu Daud, no. 

3503) 

Selain itu, dalil adalah penalaran yang logis bahwa penjualan 

barang yang tidak dimiliki penjual akan menyebabkan terjadinya 

permusuhan dan pertikaian antar manusia sehingga hal tersebut 

 
74Ahmad Wardi Muslich, Fiqih Muamalat, (Jakarta: Amzah, 2010),h. 292.  
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dilarang. Dari pemahaman tersebut dapat dikaitkan dengan hak gadai 

yakni larangan bagi si penggadai untuk menggadaikan hak atau barang 

milik orang lain. 

B.     Penelitian Terdahulu 

Agar terhindar dari kesamaan penelitian, maka tinjuan ini adalah 

bagian yang signifikan untuk menyusun karya ilmiah, untuk memastikan 

keaslian karya ilmiah dan menyampaikan hasil bacaan yang memiliki relevansi 

dengan pokok masalah yang akan diteliti. 

Tinjauan penelitian ini dapat mengemukakan hasil relevan dan 

persamaan permasalahan penelitian seperti analisa, teori, keunggulan, dan 

kesimpulan persamaan yang dilakukan orang lain dalam penelitian, maka 

penulis akan belajar dari peneliti sebelumnya, untuk memperdalam dan 

mengembangkan serta menghindari plagiasi dan pengulangan penelitian yang 

sama dibuat oleh peneliti sebelumnya, bedasarkan penelusuran penulis, berikut 

ini penelitian yang berkaitan dengan penelitan penulis, yaitu:  

1. Arief Rahman, mahasiswa Universitas Mataram tahun 2020, dengan 

judul Penelitian “Pendaftaran Tanah Warisan Yang Belum dibagi 

Waris” persamaan penelitian ini yaitu sama sama mengkaji tentang 

tanah waris yang belum dibagi, yang menjadi perbedaan penelitian 

ini dengan penulis yaitu dalam penelitian tersebut membahas tentang 
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pendaftaran tanah warisan yang belum dibagi sedangkan penulis 

mengkaji penggadaian tanah waris yang belum dibagi.75 

2. Sherly Eka Astutik, mahasiswi Universitas Jember, dengan judul 

skripsi “Penguasaan Harta Warisan Berupa Tanah Waris Yang 

Belum Dibagi” , persamaan skripsi ini yaitu sama-sama mengkaji 

tentang tanah waris yang belum dibagi, dan yang menjadi perbedaan 

skripsi ini dengan penulis yaitu dalam skripsi ini membahas tentang 

penguasaan tanah waris yang belum dibagi sedangkan penulis 

mengkaji penggadaian tanah waris yang belum dibagi.76 

3. Ukhrowiyatunnisa, mahasiswi Universitas Islam Negeri Sultan 

Maulana Hasanuddin Banten, dengan judul skripsi “Tinjauan 

Hukum Islam Tentang Penggunaan Harta Waris yang Belum 

Dibagikan” , persamaan skripsi ini yaitu sama-sama mengkaji 

tentang harta waris yang belum dibagi, dan yang menjadi perbedaan 

skripsi ini dengan penulis yaitu dalam skripsi ini membahas tentang 

penggunaan harta waris yang belum dibagi sedangkan penulis 

mengkaji penggadaian tanah waris yang belum dibagi.77 

 

 
75 Arief Rahman, “Pendaftaran Tanah Warisan Yang Belum dibagi Waris”, (Skripsi: 

Universitas Mataram, 2020). 

76 Sherly Eka Astutik, “Penguasaan Harta Warisan Berupa Tanah Waris Yang Belum 

Dibagi”, (Skripsi: Universitas Jember, 2015). 

77Ukhrowiyatunnisa, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Penggunaan Harta Waris yang 

Belum Dibagikan”, ((Skripsi: UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2021). 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini bersifat lapangan (field research). Penelitian lapangan 

yaitu penelitian dengan karakteristik masalah yang berkaitan dengan latar 

belakang dan kondisi saat ini dari subjek yang diteliti serta interaksinya dengan 

lingkungan. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian 

yang dilakukan pada kondisi yang alamiah, objek yang berkembang apa adanya 

tidak dimanipulasi oleh peneliti dan kehadiran peneliti tidak mempengaruhi 

dinamika pada objek tersebut.78 

 

B. Pendekatan Penelitian  

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, di mana 

data yang dikumpulkan berupa fakta yang diungkapkan dalam bentuk kata-kata 

atau gambar, dan tidak melibatkan prosedur statistik atau perhitungan angka-

angka.79 Penelitian ini dilaksanakan di desa Ukui Dua kecamatan Ukui 

kabupaten Pelalawan. 

Pendekatan ini digunakan dengan tujuan untuk mendapatkan 

pemahaman yang mendalam tentang fenomena sosial dan objek penelitian. 

Dalam penelitian yang dilakukan, peneliti akan aktif terlibat secara langsung 

 
78Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 

2015), Cet. Ke-22, h. 8. 

79 Djam'an Satori dan Aan Komariah, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: 

Alfabeta, 2017), h. 28. 
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dalam pengumpulan data yang dibutuhkan. Dengan demikian, data yang 

disajikan akan mencerminkan situasi yang sebenarnya. Dalam konteks 

penelitian ini, peneliti akan berinteraksi secara langsung dengan para konselor 

yang memiliki relevansi dengan topik penelitian. 

 

C. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian 

dan mengumpulkan data dari informan ataupun objek penelitian yang diteliti. 

80Adapun lokasi penelitiannya adalah di desa Ukui Dua kecamatan Ukui 

kabupaten Pelalawan. Penulis tertarik melakukan penelitian di desa Ukui Dua 

kecamatan Ukui kabupaten Pelalawan karena dilokasi penelitian ini terdapat 

permasalahan dimana masih banyak masyarakat yang kurang mengetahui 

tentang pembagian harta waris yang ada di desa Ukui Dua kecamatan Ukui 

kabupaten Pelalawan dan hal ini menimbulkan suatu masalah penggadaian 

harta warisan yang  belum dibagi tanpa sepengetahuan ahli waris yang lain. 

Hal ini tentu kurang sesuai dengan  Perspektif hukum Islam. 

 

D.     Subjek dan Objek Penelitian 

1. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian adalah informan yang berarti orang pada latar 

penelitian yang dapat memberikan informasi mengenai situasi dan kondisi 

 

80Mamik, Metodologi Kualitatif, (Sidoarjo: Zifatama, 2015), h.227. 
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latar belakang.81 Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah 

tokoh agama, tokoh masyarakat dan salah satu ahli waris di desa Ukui Dua.  

2. Objek penelitian 

Objek penelitian adalah kegiatan yang mempunyai variasi tertentu 

yang dipilih oleh peneliti untuk dipelajari kemudian disimpulkan. 

Sedangkan yang menjadi objek dari penelitian ini adalah penelitian 

penggadaian tanah warisan yang belum dibagi di desa Ukui Dua 

kecamatan Ukui kabupaten Pelalawan perspektif hukum Islam. 

 

E.    Sumber Data 

1. Data Primer 

Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini 

adalah salah satu ahli waris atau adik dari si penggadai (Ibu Rini), 2 orang 

sebagai tokoh masyarakat (bapak Atan K dan bapak Tahir), dan 2 orang sebagai 

tokoh agama (bapak Abu Thalib dan bapak Mardaus) data yang di dapatkan 

dari tempat yang menjadi objek penelitian. 

2. Data Sekunder 

Sumber Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui pihak 

lain, tidak langsung diperoleh peneliti dari subjek penelitiannya. Data 

sekunder yang dimaksud disini adalah sumber data pendukung yang 

mempunyai relevansi dengan objek penelitian yang diperoleh melalui buku, 

 
81Lexy J Moleong, Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi, (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2017), Cet. Ke-37, h. 6. 
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artikel/jurnal, dan dokumentasi. 

 

F.  Responden 

Responden adalah seseorang atau individu yang akan memberikan 

respons terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Adapun yang menjadi 

responden dalam penelitian ini adalah sebanyak 5 orang di antaranya 1 orang 

sebagai ahli waris dan 2 orang sebagai tokoh masyarakat dan 2 orang lagi 

sebagai tokoh agama. 

 

G. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data yang akurat, relevan, dan dapat 

dipertanggungjawabkan maka dilakukan teknik pengumpulan data sebagai 

berikut: 

1. Observasi 

Observasi yaitu teknik pengumpulan data dengan cara peneliti 

mengadakan pengamatan secara langsung atau tanpa alat terhadap subjek 

dan objek yang diselidiki baik pengamatan itu dilakukan didalam situasi 

sebenarnya maupun dilakukan di dalam situasi buatan, yang khusus 

diadakan. Peneliti melakukan pengamatan terhadap penyelesaian gadai 

tanah warisan yang belum dibagi menurut tinjauan hukum islam. 

2. Wawancara 

Wawancara yaitu proses pengumpulan data dimana peneliti 

mengadakan tanya jawab percakapan dengan informan yang telah 
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ditentukan. Peneliti melakukan wawancara kepada tokoh masyarakat di 

desa Ukui Dua. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi yaitu suatu metode untuk mendapatkan data 

dengan menelaah peninggalan tertulis terutama berupa arsip-arsip dan 

termasuk juga buku-buku tentang pendapat, atau hukum-hukum yang 

berhubungan dengan permasalahan penelitian.82 Dokumen dapat 

berbentuk dokumen public atau dokumen pribadi. Dokumen yang 

digunakan dalam mendukung data penelitian ini berasal dari dokumen 

yang ada di desa Ukui Dua. 

4. Study pustaka 

Study pustaka adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan 

dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, mencatat, serta 

mengolah bahan penelitian. Studi pustaka mengandalkan bahan penelitian 

dari perpustakaan, seperti buku, jurnal, ensiklopedi, ataupun majalah 

sebagai sumber data. Karya non-cetak seperti hasil rekaman audio, video, 

maupun film juga termasuk sumber data kepustakaan. 

 

H. Teknik Analisis Data 

 Analisa data adalah penafsiran penelitian terhadap data dan 

pemecahan masalah yang akan diolah. Adapun teknik yang penulis gunakan 

dalam menganalisis data adalah teknik analisis deskriptif kualitatif yaitu 

 
82Dudung Abdurahman, Pengantar Metode Penelitian, (Yogyakarta: Kurnia Kalam 

Semesta, 2003), h. 57. 
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penelitian yang mengungkapkan serta menggambarkan kejadian-kejadian, 

fenomena-fenomena, data-data yang terjadi di lapangan berupa kata-kata atau 

tulisan dari manusia sebagaimana adanya sesuai dengan kenyataan yang ada 

dimana penelitian dilakukan.83 Dari data yang terkumpul maka langkah 

selanjutnya penyusun berusaha mengklarifikasi untuk dianalisis supaya 

menghasilkan kesimpulan. 

 

83 Sudirman Denim, Menjadi Peneliti Kualitatif, (Jakarta: Pustaka Setia, 2002), h..41. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan seluruh pembahasan dalam bab-bab sebelumnya, maka 

penulis dapat mengambil suatu kesimpulan, sebagai berikut: 

1. Bahwa pelaksanaan penggadaian tanah warisan yang belum dibagi di 

masyarakat desa Ukui Dua kecamatan Ukui kabupaten Pelalawan sudah 

sesuai dengan hukum Islam. Namun masih ada masyarakat yang 

melakukan gadai tanah waris tanpa persetujuan ahli waris yang lain. 

Pelaksanaan pembagian harta warisan selalu ditempuh dengan 

musyawarah keluarga (perdamaian) yang disebutkan dengan as-shulh. 

Permasalahan pembagian tanah waris yang tidak bisa ditempuh dengan 

cara kekeluargaan maka akan diselesaikan oleh tokoh masyarakat 

ataupun pemangku adat dan akan diselesaikan dengan cara adat. dalam 

melakukan gadai tanah waris yang belum dibagi terdapat peraturan yang 

harus dipenuhi yaitu:1. Meminta izin kepada sesama adik beradik untuk 

menggadaikan tanah waris, 2. Jika sudah dapat izin gadai tanah waris dari 

adik beradik, barulah tanah waris boleh untuk digadaikan, 3. Jika sudah 

dapat izin maka dibuatlah surat pegang gadai dan dibuat isi perjanjian 

gadai dan terakhir apabila kedua belah pihak setuju dengan isi surat 

pegang gadai selanjutnya menandatangani isi perjanjian surat tersebut 

yang disaksikan oleh adik beradik si penggadai tanah. 
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2. Faktor penyebab terjadinya gadai harta warisan sebelum dibagikan ada 

dua macam faktor yaitu faktor penyebab harta waris belum dibagikan dan 

faktor penyebab gadai tanah warisan sebelum dibagikan. Adapun faktor 

penyebab harta waris belum dibagikan ada tiga bagian yaitu ahli waris 

masih sibuk dengan tradisi adat kematian, ahli waris tidak peduli untuk 

melakukan pembagian harta warisan dan ahli waris merasa kurang 

paham dengan pembagian harta warisan. Kemudian faktor penyebab 

gadai tanah warisan sebelum dibagikan ialah faktor ekonomi, faktor 

lingkungan dan faktor kuasa. Adanya hak ahli waris untuk mendapatkan 

harta warisan dari pewaris yang telah meninggal dunia, sehingga mereka 

menggunakan harta warisan yang belum dibagi dengan cara 

menggadaikannya. Kebutuhan yang membuat ahli waris menggunakan 

harta warisan yang ada tanpa adanya kesepakatan dari ahli waris yang 

lain, mereka langsung saja menggadaikan tanah dari peninggalan 

pewaris. 

3. Menurut Hukum Islam, Penggadaian tanah warisan yang belum dibagi 

termasuk perbuatan zalim kepada orang lain, karena telah mengambil hak 

orang lain walaupun hanya ukuran tanah tersebut satu jengkal. Dan 

menurut imam Syafi’i boleh saja dilakukan asalkan ahli waris yang lain 

mengizinkan dan telah dimusyawarahkan. Adapun hukum untuk orang 

yang menggadaikan atau menggunakan dan harta yang digadai atau 

digunakan sebelum dibagikannya harta warisan adalah makruh karena 

dikhawatirkan harta tersebut bisa lebih dari bagiannya ahli waris yang 
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menggadaikan atau menggunakan. Dalam hal menggadaikan harta 

warisan sebelum dibagikan merupakan perbuatan yang tidak adil, karena 

tidak menjalankan amanah sebagai ahli waris yaitu tidak melakukan 

pembagian harta waisan dan melakukan kezaliman karena dengan 

menggunakan harta warisan yang belum dibagikan mengakibatkan 

adanya ahli waris yang belum mendapatkan haknya sebagai ahli waris. 

B. Saran 

Berdasarkan proses dan hasil penelitian lapangan ini, maka penulis 

memberikan saran yang dianggap penting dalam penggunaan harta waris yang 

belum dibagikan tersebut khususnya masyarakat Desa Ukui Dua Kecamatan 

Ukui Kabupaten Pelalawan, yaitu: 

1. Diharapkan kepada keluarga yang ada pewaris meninggalkan harta warisan 

maka laksankan harta waris tersebut dan jangan sampai di tunda, sebab 

pelaksanaan itu hukumnya wajib berdasarkan azas kewarisan yakni ijbari. 

Serta ditakutkan akan ada harta orang lain yang terpakai/zholimi yang akan 

menimbulkan permasalahan dikemudian hari. 

2. Untuk para tokoh agama khususnya di Desa Ukui Dua Kecamatan Ukui 

Kabupaten Pelalawan, hendaknya mampu memberikan penyuluhan dan 

pemahaman tentang kewarisan Islam, dan tata cara yang sesuai dengan 

ajaran hukum Islam. 

  



 

 

80 

 

DAFTAR PUSTAKA 

A. Buku 

Abdurahman Dudung. Pengantar Metode Penelitian. Yogyakarta: Kurnia 

Kalam Semesta, 2003. 

Ali Zainuddin. Hukum Gadai Syariah . Jakarta: Sinar Grafika, 2016. 

Amin Suma Muhammad. Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam, Jakarta: Raja 

Grafindo Persada, 2004. 

Arikunto Suharsimi. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: 

Rineka Cipta, 1991. 

Ash Shiddieqy TM. Hasbi. Fiqih Mawaris, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 

1997. 

Ash Shiddieqy Hasbi. Filsafat Hukum Islam, Jakarta: Bulan Bintang, 1975. 

As-Suyuti Jalaludin. Asbabun Nuzul, terj: Tim Abdul Hayyie, Jakarta: Gema 

Insani, 2008. 

az-Zuhaili Wahbah, Fiqih Islam wa Adilatuhu, jilid 1. Beirut: Dar al-Fikri, 

2011. 

Azhar Basyir Ahmad. Hukum Waris Islam , Yogyakarta: UII Press, 2004. 

Azis Dahlan Abdul ed. Ensiklopedi Hukum Islam, jilid 5, Jakarta: Ichtiar Barn 

van Hoeve, 1996. 

Denim Sudirman. Menjadi Peneliti Kualitatif. Jakarta: Pustaka Setia, 2002. 

Effendi Erniati dan Saekan. Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam 

Indonesia, Surabaya: Arkola, 1997. 

Hazairin, Hukum Kewarisan Bilateral menurut AlQur'an. Jakarta, Tintamas. 



81 
 

 

 

 
 

Hadikusumah Hilman. Hukum Waris Adat, Bandung: Alumni, 1980. 

Jalaluddin al-Mahalli Imam dan Jalaluddin as-Suyuti Imam. Tafsir Jalalain , 

Kairo: Dar al-Fikr,tth. 

 Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, Hukum Kewarisan Islam .Ed. I Cet. II. 

Jakarta: Sinar Grafika, 2011. 

Muthiah Aulia, Hukum Islam, Dinamika seputar Hukum Keluarga. 

Yogyakarta:Pustaka Baru Press, 2017. 

Nawawi Maimun, Pengantar Hukum Kewarisan Islam, Surabaya: Pustaka 

Radja, 2016. 

Parman Ali. Kewarisan Dalam Al-Quran. Cet.1. Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada, 1995. 

Poerwardaminta W.J.S. Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta: Depdikbud, 

Pusat Pembinaan Bahasa Indonesia, 1982. 

Poesponoto K.NG. Soebekli. Azas-Azas dan. Susunan Hukum Adat, Jakarta: 

Pradnya Paramita, 1960. 

Prodjodikoro Wirjono, Hukum Warisan di Indonesia 

Pudjosubroto R. Santoso. Masalah Hukum Sehari-hari, Yogyakarta: Hien Hoo 

Sing, 1964. 

Rahmi Ria Wati. Hukum Waris Islam. Cet. Kedua. Lembaga Penelitian 

Universitas Lampung. Bandar Lampung, 2011. 

Rodlyah Nunung. Hukum Waris Islam. Bandar Lampung: Universitas 

Lampung, 2012. 



82 
 

 

 

 
 

Rofiq Ahmad. Hukum Islam di Indonesia, cet. IV, Jakarta: PT. Raja Grafindo 

Persada, 2000. 

Rofiq Ahmad. Fiqh Mawaris , Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001. 

Rusyd Ibnu. Bidayah al-Mujtahid wa Nihayatuhu al-Muqtashid, Jilid II. 

Beirut: Dar Al-Fikr, 1978. 

Sabbiq Sayyid.  Fikih Sunnah, juz 12, terj. Kamaluddin A,dkk. Bandung; 

Alma‟rif, 1997. 

Sahrani Sohari. Fikih Muamalah .Bogor: Ghalia Indonesia, 2011. 

Satori Djam'an dan Komariah Aan. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: 

Alfabeta, 2017. 

Shihab M.Quraish. Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan keserasian AlQur’an. 

Jakarta: Lentera Hati, 2002. 

Soepomo. Bab-Bab tentang Hukum Adat, Penerbitan Universitas, 1966. 

Sugiono. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: 

Alfabeta, 2009. 

Suryati, Hukum Waris Islam, Yogyakarta: Andi, 2017. 

Suparman Eman. Intisari Hukum Waris Indonesia, Bandung: PT Bandar Maju, 

1995 

Syarifuddin Amir. Hukum Kewarisan Islam, Jakarta: Kencana, 2004  

Syarifuddin Amir, Ushul Fiqh, jilid 1,Jakarta: Kencana, 2009.  

Syarifuddin Amir. Garis-garis Besar Fiqh, Jakarta: Prenada Media, 2003. 

Utrecht E. Pengantar dalam Hukum Indonesia, Cet. 9, Jakarta: Balai Buku 

Ihtiar, 1966. 



83 
 

 

 

 
 

Wirjono Prodjodikoro, Hukum Warisan di Indonesia, Bandung: Vorkink. van 

Hoeve,'s Granvenhage.  

 

B. Hadits  

Abu Abdillah Muhammad Al-Imam ibn Ismail ibn Ibrahim ibn al-Mugirah 

ibn Bardizbah al-Bukhari al-Ja’fi. Sahih al-Bukhari, Juz 8, Beirut 

Libanon: Dar al-Fikr, 1410 H/1990 M. 

Imam syafi‟I, Kitab Al-Umm, diterjemahkan oleh: Fuad Syaifudin Nur, 

Jakarta:Republika, 2017. 

Muslim bin al-hajaj al-Qusyairi an-Naisaburi, Ensiklopedia Hadits 4; Shahih 

Muslim 2, diterjemahkan oleh Masyhari dan Tatam Wijaya, Jakarta 

Timur: Almahira, 2012. 

 

C. Jurnal/kamus/makalah 

Departemen Pendidikan Nasional. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: 

Balai Pustaka, 2002. 

Djamil Fathurrahman.Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di 

Lembaga Keuangan Syariah. Jakarta: Sinar Grafika., 2012. 

Kementrian Agama RI. Alquran Al-Fatih Asy-Syifa.Jakarta:PT Insan Media 

Pustaka, 2020. 

Nurhidayana Anggyka. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Waris Anak pada 

Perkawinan Sirri. Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2017. 

Tohrim. Metode Penelitian Kualitatif Dalam Pendidikan dan Bimbingan 

Konseling:Pendekatan Praktis Untuk Peneliti Pemula dan Dilengkapi 



84 
 

 

 

 
 

dengan Contoh Transkip Hasil Wawancara Seta Model Penyajian 

Data. Jakarta: Rajawali Pers, 2013. 

Yusuf Nasruddin. Pemanfaatan Barang Gadaian dalam Prespektif Hukum 

Islam, Jurnal Al-Syir’ah Vol.4 No.2, 2006. 

 

D. Peraturan Perundang-Undangan 

Pitlo. A, 1979. Hukum Waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, 

terj. M. Isa Arief, Jakarta: Intermasa.  

E. Qur’an 

QS. Al-Baqarah (2) :191. 

QS. Al-Baqarah (2): 283. 

QS. An-Nisa (4) : 7. 

QS. An-Nisa (4): 11. 

QS. An-Nisa (4) : 13-14. 

QS. An-Nisa (4) : 29. 

QS. al-Nisa’ (4): 92. 

QS. An-Nahl (16): 75. 

 

F. Website 

https://almanhaj.or.id/393-pembagian-harta-waris-yang-tertunda.html. 

Diakses, tanggal 31 Mei 2024. 

 

 

 

https://almanhaj.or.id/393-pembagian-harta-waris-yang-tertunda.html


 

 

85 

 

LAMPIRAN 

 

Wawancara bersama Bapak Abu Thalib,  selaku Tokoh Agama pada tanggal 22 

April 2024 desa Ukui Dua  



86 
 

 

 

 
 

     

Wawancara bersama Bapak Mardaus, Tokoh Agama pada tanggal 25 April 2024,  

di desa Ukui Dua. 

 

      

Wawancara bersama Bapak Tahir, selaku Tokoh Masyarakat pada tanggal 28 April 

2024.di desa Ukui Dua 



87 
 

 

 

 
 

           

Wawancara Bersama Ibuk Rini, selaku masyarakat (ahli waris), 23 April 2024 di 

desa Ukui Dua. 

 

        

Wawancara bersama Bapak Atan K, selaku  Tokoh Masyarakat, pada tanggal 30 

April 2024,  di desa Ukui Dua 

  











88 
 

 

 

 
 

BIOGRAFI PENULIS 

Nama  lengkap penulis adalah Linda Sapitri. Lahir di desa 

Ukui Dua kecamatan Ukui kabupaten Pelalawan, pada 

tanggal 26 Maret 2001. Penulis merupakan anak pertama 

dari tiga bersaudara dari pasangan Sarman dan Eti. Penulis 

menyelesaikan pendidikan di SDN 002 Ukui, kemudian 

melanjutkan sekolah di MTs Bahrul Ulum Ukui, setelah 

itu melanjutkan pendidikan pada jenjang sekolah menengah atas di MA Ummatan 

Wasathan Pesantren Teknologi Riau, kemudian melanjutkan pendidikan ke jenjang 

perguruan tinggi di UIN Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Syariah dan Hukum 

Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah). Selama menjadi 

mahasiswa, Penulis telah melaksanakan beberapa kegiatan diantaranya Praktek 

Kerja Lapangan (PKL) di Kantor Urusan Agama di Pangkalan Lesung, kemudian 

melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di desa Seko Lubuk Tigo, 

Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu. Berkat doa dan dukungan dari 

keluarga, serta bimbingan Penasehat Akademik Dr. Hendri K, S.HI., M.Si, serta 

Dosen Pembimbing Bapak Irfan Zulfikar, M. Ag. dan Ibu Yuni Harlina, SHI, M.Sy, 

serta seluruh dosen Fakultas Syariah dan Hukum. Pada tanggal 08 Juli 2024, penulis 

melaksanakan Ujian Munaqasyah dan Alhamdulillah dinyatakan lulus dan berhak 

menyandang gelar Sarjana Hukum (S.H) dengan predikat sangat memuaskan. 

 


